PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385-273848-273123

SAMARINDA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar,
Tenaga Ahli dan Staf Set.DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Dari : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 165/11.1- 1211 /Set.DPRD

Tanggal : 25 Agustus 2022

Perihal : Penugasan Sebagai Koordinator Administrasi Keuangan, Tim

Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat DPRD
Provinsi Kalimantan Timur pada Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah

I. DASAR
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Mentern1 Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter1 Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);




1.

9. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

10. Keputusan Menteri Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor
HK.01.07/MENKES /382 /2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan
Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 di1 Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, dan Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 3, dan
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Nomor 76);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2022;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 52);

17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur kepada Masyarakat Tahun 2022.

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dalam penyebarluasan produk hukum daerah kepada
masyarakat di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, maka dengan ini
menugaskan Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok
Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah pada tanggal 28 Agustus sampai dengan
30 Agustus 2022 (adapun nama-nama yang ditugaskan sebagaimana
daftar terlampir);




[II. Sesuai dengan poin II di atas, adapun tugas-tugas dari Koordinator
Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf
Sekretariat pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yaitu:

1 Koordinator Administrasi Keuangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Daerah bertugas:

a. Menerima dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dari
Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan
Timur;

b. Memonitor segala bentuk pengeluaran dana kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah;

c. Menyampaikan laporan pengeluaran dana kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah kepada Bendahara Pengeluaran;

2. Tim Ahli atau Kelompok Pakar dan Tenaga Ahl Sekretariat pada

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah bertugas:

a. Menyiapkan proposal kegiatan Sosialisasli Peraturan Daerah
Anggota DPRD;

b. Menyiapkan bahan materi muatan/kajian Peraturan Daerah yang
akan disosialisasikan oleh Anggota DPRD;

c. Melakukan koordinasi antara staf administrasi anggota, koordinator
admin, narasumber, dan moderator;

d. Membuat hasil laporan materi muatan/kajian Peraturan Daerah

yang disosialisasikan Anggota DPRD;

3. Staf Sekretariat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah bertugas:

a. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Timur;

b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah;

c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.

[V. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Administrasi Keuangan, Tim
Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat pada Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah tersebut harus senantiasa berpedoman pada
ketentuan  peraturan perundang-undangan yang Dberlaku dan
bertanggungjawab secara teknis kepada Anggota DPRD per masing-masing
Wilayah dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi

Kalimantan Timur.

V. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya nota dinas ini, dibebankan
pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalu
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.




Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa
tanggung jawab.

SEK S RDPRD PROVINSI KALTIM,

Drs.H.Muhammad Ra#madhan MMT.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640128 199003 1 006

Tembusan Kepada Yth.:

Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;

Seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;

Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Timur, di Samarinda;

Yang bersangkutan.
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